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PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2009:
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS

SUMBERDAYA MANUSIA

Oleh: Hj. Siti Hajar, MS, Ph.D

he purpose of the paper is to explain the importantance of political education for women at various

l levels in Indonesia society. This study conducted in Indonesia. This study is library research. This

paper tries to explain the importantance of political education for women at various levels in

Indonesia society. It is necessary to accelerate achievement of quota of 30 percent women participation in

legislative body in 2009 election. In this case, political parties may cooperate with universities to carry out
political education for candidates of Member of Parliament.

I. Pendahuluan

1.1 Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan Calon Legislatif

Di Indonesia, pendidikan adalah merupakan salah hak yang paling azazi dan paling
mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sepanjang hidupnya yang dijamin Undang-
Undang (UUD 45). Artinya, hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak yang melekat
dan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara Indonesia selama masa
hidupnya, yang dijamin undang-undang. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang
dimaksudkan di sini adalah mencakup hak untuk memperoleh pendidikan formal maupun
pendidikan nonformal yang meliputi berbagai level atau tingkatan; baik pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Sebuah negara yang maju adalah negara yang peduli akan pendidikan bagi
warganegaranya. Karena hanya bangsa yang mementingkan dan mengedepankan unsur
pendidikan bagi warganegaranyalah yang akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa
yang maju. Demikian juga bagi pemerintah Indonesia, pendidkan juga telah dianggap
sebagai salah satu faktor yang cukup penting untuk mencapai suatu kemajuan. Karena
jika warganegara Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka berarti kita
telah memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, terdidik, yang siap menghadapi
berbagai permasalahan dalam berbagai aspek atau bidang kehidupan.

Kemudian, dalam kaitannya dengan upaya peningkatan keterlibatan perempuan di
dalam politik, melalui upaya percepatan pencapaian kuota 30 persen perempuan dalam
bidang politikpun juga diperlukan adanya perempuan yang terdidik, yang memiliki
kualitas, dan yang siap mengatasi berbagai permasalahan kehidupan, khususnya
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permasalahan-permasalahan perempuan yang sampai dewasa ini masih sering terabaikan.
Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah di samping pendidikan formal, misal
berlatar belakang pendidikan tinggi; perempuan juga perlu mendapatkan pendidikan
nonformal, yaitu pendidikan di bidang politik. Hal ini penting, mengingat hasil berbagai
studi menyebut, akibat masih kuatnya pengaruh budaya patriarkhi, anggapan bahwa dunia
politik adalah bukan dunia yang cocok buat perempuan sampai dewasa ini masih sangat
bercokol kuat di dalam masyarakat kita. Dan faktor ini ternyata masih menjadi kendala
yang sangat dominan yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dan keterlibatan
perempuan di bidang politik di Indonesia.

Di samping kendala budaya, kendala lain yang harus dihadapi perempuan dalam
keterlibatannya di bidang politik di Indonesia antara lain, kendala sosial ekonomis,
kendala psikhologis, serta kendala sistem politik di Indonesia yang masih bias laki-laki.
Pada pembahasan, kendala-kendala yang mempengaruhi masih rendahnya keterlibatan
dan partisipasi politik perempuan akan dibahas lebih detail.

Realitas yang menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan

yata menyisakan banyak persoalan di dalam

perempuan dalam bidang politik, tern
kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Permasalahan kehidupan tersebut

memerlukan campur tangan dan keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan

keputusan.
Data berikut adalah fakta yang menunjukkan masih banyaknya persoalan yang

harus dicarikan solusinya, antara lain masalah perdagangan perempuan dan anak yang
masih tinggi, masalah buruh migran perempuan, masalah angka kematian ibu yang
melahirkan yang tinggi, masalah malnutrisi yang bisa mengakibatkan lost generation
pada 20 tahun ke depan, masalah kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga,
dan sebagainya yang sampai dewasa ini belum tertangani dengan baik dan serius.

PBB melalui badan internationalnya United Nations Population Fund (UNFPA)
memang sudah mulai melakukan berbagai upaya untuk mengatasi sebagian permasalahan
kemanusiaan di atas. Pada Konferensi International tentang Populasi dan Pembangunan
di Kairo pada tahun 1994, negara-negara yang tergabung dalam konferensi tersebut
mendeklarasikan sebuah kesepakatan pelayanan kesehatan reproduksi hingga tahun 2015.
Menurut UNFPA dan WHO, hak-hak reproduksi tersebut meliputi: (1) hak atas kesehatan
seksual dan reproduksi sebagai salah satu komponen kesehatan dari setiap individu secara
keseluruhan; (2) hak individu dalam mengambil keputusan terutama dalam hal yang
berkaitan dengan reproduksi dalam keluarga, pengasuhan anak, serta hak atas informasi
tentang makna sebuah pilihan; (3) hak untuk menentukan pilihan untuk menikah dan
berkeluarga, hak untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang berkualitas, hak untuk berpikir
secara bebas dan mendapat akses pendidikan; (4) hak atas keadilan dan kesetaraan
perempuan dan laki-laki, juga dalam memberi daya dan kesempatan pada keduanya untuk
membuat pilihan bebas di segala aspek kehidupan, serta hak untuk terbebas dari
diskriminasi jender; (5) hak atas perlindungan reproduksi dan seksual, termasuk bebas
dari perlakuan kekerasan seksual.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan  di atas, maka percepatan
peningkatan keterlibatan perempuan di dalam politik perlu diupayakan secara lebih serius
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lagi. Salah satu upayanya adalah pelaksanaan gffirmative action sementara dengan
pemberlakuan kuota 30 persen perempuan di bidang politik. Tuntutan ini harus disadari
sebagai bentuk hak asasi manusia, porsi keterwakilan politik perempuan harus dimaknai
sebagai tindakan strategis guna mengatasi kendala individu untuk berkiprah. Karena
kuota merupakan instrumen yang efektif untuk dapat meningkatkan keterwakilan
perempuan dalam politik sekaligus meminimalkan ketidakadilan gender yang ada dalam
praktik kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Apalagi,
sistem kuota yang diberlakukan dalam lembaga-lembaga politik strategis, seperti partai,
parlemen, dan birokrasi secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik dan
output proses politik, yang berpengaruh pada kehidupan orang banyak.

Untuk mempercepat proses pencapaian kuota 30 persen keterlibatan perempuan di
bidang politik, berbagai upaya harus dilakukan, termasuk menyelenggarakan pendidikan
politik bagi perempuan. Dalam hal ini, partai-partai politik dapat bekerja sama dengan
perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi calon legislative
perempuan. Kendala klasik seperti kendala dana, di dalam hal ini harus segera dicarikan
jalan keluarnya, guna untuk mempercepat pencapaian good government di Indonesia dan
tertanganinya dengan baik permasalahan-permasalahan seperti telah disebut di atas.

II. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik
2.1 Hak Politik Perempuan

Pada hakekatnya sebagai warga negara, perempuan sebagaimana laki-laki memiliki
hak yang sama atas partisipasinya di berbagai bidang, termasuk partisipasi atau
keterlibatannya di bidang politik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
kita. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi CEDAW
(Convention on the of All Forms of Discrimination Againts Women) atau Konvensi
International tentang Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang
tertuang dalam UU no.7 tahun 1984, khususnya pasal 7 yang memuat tentang hak
perempuan untuk dipilih dalam sebuah pemilihan umum dan hak perempuan untuk turut
merumuskan dan menjadi pejabat negara.

Berdasar Undang-undang di atas, keterlibatan perempuan dalam bidang politik
sebenarnya adalah suatu keniscayaan. Namun dalam kenyataannya, perempuan masih
mengalami banyak kendala untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Sebagaimana telah
disebut di atas, masih kentalnya budaya patriarkhi yang berkembang di dalam masyarakat
Indonesia, ternyata menjadi kendala yang dominan atas keterlibatan perempuan di dalam
bidang politik di Indonesia. Budaya patriarkhi telah mengajarkan bahwa dunia politik
adalah dunia yang keras, oleh karenanya dunia tersebut tidak pantas dan tidak cocok
dimasuki oleh perempuan. Pendomestifikasian terhadap peran perempuan berdasar atas
stereotipi gender, yang mengajarkan bahwa pekerjaan domestiklah yang cocok dan pantas
sebagai pekerjaan perempuan di dalam rumahtangga, adalah suatu realita yang masih
dapat dengan mudah kita lihat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan,
sosialisasi nilai-nilai patriarkhi tersebut di dalam keluarga masih berlangsung secara
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sistematis sampai sekarang. Itulah tantangan yang mesti harus kita hadapi, yang ternyata
merupakan kendala yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat keterlibatan
perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan yang masih rendah.

Untuk mengatasi kendala budaya tersebut diperlukan upaya yang intensif yang
dilakukan secara terus-menerus oleh berbagai pihak, sehingga keterlibatan perempuan
dalam bidang politik dapat ditingkatkan. Di samping itu, diperlukan juga upaya untuk
mengatasi kendala bidang lain seperti kendala psikhologis, adanya anggapan bahwa
terjun di dalam dunia politik dan dalam pengambilan keputusan adalah bukan tindakan
yang melawan kodratnya sebagai perempuan. Kemudian, kendala lain yang harus diatasi
oleh perempuan adalah kendala sosial ekonomis. Dalam hal ini, perempuan juga dituntut
untuk memiliki kemandirian secara ekonomis dan secara sosial. Dengan kata lain,
perempuan harus bisa mengatasi ketergantungan mereka terhadap laki-laki.

Setelah kendala budaya, kendala psikhologis, dan kendala sosial ekonomis dapat
dicarikan solusinya, perempuan masih membutuhkan ketersedian sistem pemilu yang
ramah terhadap perempuan; guna menin gkatkan keterlibatan perempuan di bidang politik
dan pengambilan keputusan.

Realitas menunjukkan, bahwa perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus
yang hanya dapat dipahami secara baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan
tersebut meliputi: (1) isu tentang kesehatan reproduksi, sepeti cara ber Keluarga
Berencana (KB) yang aman; (2) isu tentang kesejahteraan keluarga, termasuk harga
sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah pendidikan dan kesehatan keluarga; (3)

isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa; serta (4) isu tentang
kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, untuk
mengatasinya, diperlukan keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan, baik
di legislatif, eksekutif, dan di yudikatif; yang sampai sekarang masih sangat rendah di
bawah 11 persen; jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 51 persen

dari pendu’dhk Indonesia.

1L Perempuan Perlu Mengenali Hambatan dan Kendala

Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang politik
diperlukan pemahaman yang cukup oleh perempuan. Oleh karenanya faktor pendidikan
di bidang politik menjadi sangat penting bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas
diri dan partisipasinya di dalam pembangunan.

Untuk dapat berpartisipasi dengan baik di bidang politik, di samping faktor
pendidikan, perempuan juga harus mengenali hambatan-hambatan yang harus
dihadapinya untuk terjun ke bidang politik, baik yang berupa hambatan eksternal maupun
hambatan internal yang datang dari diri sendiri, yang berkaitan dengan budaya patriarkhi,
sebagaimana telah disebut di atas. Dengan mendasarkan pada hasil studinya IDEA
merumuskan hambatan-hambatan tersebut menjadi: (1) Adanya kelaziman model
maskulin tentang kehidupan politik dan Badan-badan pemerintahan; (2) kurangnya
dukungan partai, minimnya dana kampanye untuk kader politik perempuan, terbatasnya
akses perempuan untuk membuat jaringan, dan berlakunya standar ganda bagi
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perempuan; serta (3) lemahnya kerjasama antar organisasi perempuan, termasuk belum
berjalannya slogan perempuan pilih calon perempuan; (4) tidak tersedianya sistem
pelatihan dan pendidikan yang memadai baik bagi pemimpin perempuan maupun kader-
kader muda perempuan; serta (5) hakekat sistem pemilihan (sistem distrik atau sistem
proporsional), apakah akan menguntungkan atau merugikan perempuan?

Data-data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya kendala yang harus
dihadapi dan belum sepenuhnya dipahami oleh perempuan. Oleh karenanya, perlu segera
diupayakan untuk memberdayakan perempuan, khususnya untuk meningkatkan
pemahaman perempuan terhadap kendala-kendala yang harus dihadapinya. Dengan
demikian diharapkan kendala tersebut dapat segera dicarikan jalan keluarnya, baik oleh
perempuan maupun oleh laki-laki. Di sini perlunya adanya peningkatan keterlibatan
perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, sehingga dapat
mempercepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum tertanganinya
secara baik. Untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang
politik, diperlunya adanya perempuan yang berpendidikan, dan pendidikan politik bagi
perempuan di Indonesia, khususnya pendidikan politik bagi perempuan calon legislatif.

IV. Pentingnya Sistem Pemilu 2009 Yang Ramah Terhadap Perempuan

Di samping faktor pendidikan politik bagi perempuan calon legislatif, faktor lain
yang harus diperhatikan untuk mempercepat upaya peningkatan perempuan di dalam
politik adalah, perlunya tersedia sistem pemilu yang dapat mengakomodasi kepentingan
dan pelaksanaan kuota tersebut. Berdasar hasil evaluasi terhadap sistem pemilu yang
sudah kita gunakan sebelumnya, Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang dengan Daftar
Terbuka yang digunakan pertama kali di Indonesia pada Pemilu 2004 ternyata memiliki
banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karenanya, sistem pemilu tersebut di dalam
perkembangannya telah mendapatkan banyak kritikan yang datang dari berbagai elemen
masyarakat. Setelah melalui berbagai proses penyempurnaan disahkanlah Undang
Undang partai Politik No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang Undang Pemilu
Legislatif yang akan digunakan sebagai pedoman dan panduan penyelenggaraan pemilu
2009.

Uji coba paling dekat untuk mengetahui UU Pemilu tersebut cocok dengan
kepentingan dan kondisi masyarakat Indonesia adalah pada penyelengaraan pemilu 2009
mendatang. Di samping untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan sistem pemilu
sebelumnya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah UU Pemilu tersebut apakah dapat
mengakomodasi dan cocok dengan kebutuhan pemerintahan presidensiil di Indonesia.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan berbagai kalangan menyebut, Sistem Pemilu
Perwakilan Berimbang dengan Daftar Terbuka pertama kali digunakan pada pemilu 2004
di Indonesia ternyata memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Secara garis besar,
kekurangan dan kelemahan yang ditemukan atas sistem Pemilu Perwakilan Berimbang
dengan Daftar Terbuka yang digunakan pada Pemilu 2004 adalah:

ahan; (2) kurangnya
rempuan, terbatasnya
standar ganda bagl

(1) sistem tersebut kurang mampu menterjemahkan secara menyeluruh preferensi
publik. Penerapan sistem daftar terbuka pada pemilu 2004 ternyata kurang mampu
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)

3)

membantu pemilih untuk mengetahui dan mengontrol calon-calon favorit yang ada
di dalam daftar calon partai-partai politik. Hal ini merupakan konsekuensi dari
rujukan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum
untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tingkat nasional, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota (DPR/DPRD)
yang menegaskan bahwa hanya calon-calon yang memperoleh suara paling kurang
sama dengan jumlah suara yang diperlukan untuk satu kursi di DPR/DPRD, yang
dikenal dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dapat dinyatakan sebagai calon
terpilih tanpa peduli dengan nomor urut calon-calon yang bersangkutan dalam daftar
calon partai-partai politik. Pada Pemilu 2004, hanya 2 (dua) anggota DPR yang
memenuhi kriteria tersebut. Banyak anggota DPR memperoleh dukungan (jumlah)
suara di bawah BPP karena fakta mereka berada pada posisi “nomor jadi” di dalam

daftar calon anggota partai-partai politik mereka.

sistem tersebut kurang dapat membantu mengurangi ketimpangan perwakilan gender
dan minoritas dalam parlemen. Kebanyakan partai politik menaruh calon-calon
perempuan dan mereka yang berasal dari golongan minoritas pada nomor urut “tidak
jadi” (nomor urut bawah) dalam daftar calon mereka. Hal ini tentu membuat peluang
mereka untuk memenangkan kursi perwakilan menjadi sangat kecil dibandingkan
dengan calon-calon yang bertengger pada urutan “nomor jadi” dalam daftar calon
dari masing-masing partai politik. Aturan perundang-undangan Pemilu yang
menyatakan partai politik dapat mencalonkan 30 persen (tigapuluh perseratus) calon
perempuan dalam daftar calon legislatifnya juga tidak dapat membantu mengurangi
ketimpangan perwakilan tersebut karena peraturan ini bersifat “tidak mengharus-
kan,” serta tiadanya sangsi yang diterima jika partai tidak mengakomodasi undang-

undang tersebut.

sistem tersebut kurang menciptakan suatu perwakilan pluralistik sederhana yang
cocok dengan ‘kebutuhan’ sistem pemerintahan presidensiil. Berdasar evaluasi yang
telah dilakukan menyebut, Sistem Pemilu 2004 hanya mengharuskan ‘electoral
threshold’ (ambang batas pemilu) yang harus dipenuhi oleh partai-partai politik guna
mendapat keabsahan mengikuti dan berkompetisi dalam pemilu berikutnya. Sebagai
konsekuensinya, sekarang ini terdapat 17 (tujuh belas) partai politik dengan jumlah
perwakilan yang sangat beragam, mulai dari hanya 1 (satu) sampai 127 (seratus
duapuluh tujuh) wakil di DPR.

Bagaimanapun pelaksanaan Pemilu dengan sistem Pemilu proporsional Terbuka

pada tahun 2004 di Indonesia, sudah mencatatkan banyak kemajuan secara signifikan,
jika dibanding dengan sistem pemilu proporsional tertutup yang digunakan pada pemilu-
pemilu sebelum tahun 2004. Namun, karena sistem tersebut di dalam pelaksanaan pemilu
2004 lalu masih mencatatkan banyak kekurangan dan kelemahan, maka dirasa perlu
untuk dilakukan penyempurnaan atas kekurangannya untuk pemilu mendatang.
Penyempurnaan dan pengembangan lebih jauh atas sistem pemilu 2004, harus didasarkan
atas diperlukannya sistem pemilu yang bisa digunakan sebagai sarana demokratik terbaik
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Pendidikan Politik Bagi Perempuan Calon Anggota Legislatif (Hj. Siti Hajar, MS, Ph.D)

untuk menghasilkan perwakilan politik yang merefleksikan preferensi publik. bersifat
plural terhadap keberagaman penduduk Indonesia, serta kompatibel atau cocok dengan
sistem pemerintahan presidensiil.

Berdasar beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Undang Undang
No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang Undang Pemilu Legislatif disahkan
untuk digunakan sebagai pedoman dan panduan penyelenggaraan pemilu 2009.

Di samping tersedianya sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan, untuk
meningkatkan keterlibatan perempuan di bidang politik adalah, perlunya pendidikan
politik bagi perempuan sebagaimana telah disebut di atas. Dengan pendidikan yang
tinggi, akan tersedia sumber daya manusia perempuan yang berkualitas tinggi, yang siap

bekerja secara profesional, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia.

V. Kesimpulan

Berdasar uraian yang telah dilakukan di dalam pembahasan di atas, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

(a) perlu untuk direalisasikan kuota 30 persen perempuan dalam bidang politik oleh
semua partai poltik peserta pemilu pada tahun 2009. Partai poltik yang tidak
mengakomodasi kuota tersebut harus mendapatkan sangsi atas pelanggaran yang
dilakukan;

(b) perlu segera diselenggarakan pendidikan politik bagi perempuan calon legislatif,
agar caleg perempuan dapat terpilih menjadi anggota legislatif;

(c) perempuan harus dapat mengatasi kendala yang dihadapinya, yang meliputi kendala
budaya, kendala psikhologis, dan kendala sosial ekonomis;

(d) perlunya sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan. Sistem pemilu yang
direkomendasikan adalah sistem pemilu yang mampu mengakomodasi hal-hal
sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan cerminan derajat preferensi publik dalam
hasil pemilu, dan ini berarti mengembalikan kedaulatan pemilih secara lebih luas,
maka sistem proporsional setengah terbuka dengan daftar calon™ tetap dengan
ketentuan bahwa kandidat yang memperoleh suara terbanyak berhak atas kursi yang
diperoleh partainya menjadi suatu keharusan untuk dimasukkan dalam ketentuan
undang-undang; (2) untuk mengurangi derajat konflik internal partai dalam proses
pencalonan dan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak bagi para pemilih,
maka sebaiknya party magnitude ditingkatkan menjadi 200 persen. Peningkatan ini
tidak akan berdampak secara signifikan terhadap teknis pencetakan suara apabila
terdapat kecenderungan diturunkannya district magnitude dalam pemilu mendatang;
(3) untuk mengurangi money politics dalam proses penempatan kandidat di dalam
surat suara dan untuk meningkatkan derajat keterwakilan perempuan, maka model
penempatan kandidat dengan model zipper (zig-zag) berdasar jender harus
diterapkan pada pemilu mendatang. Artinya, party list harus disusun secara
berselang-seling, dengan kandidat perempuan berada pada posisi awal (paling kiri
atas pada party list), berikutnya dua atau tiga kandidat laki-laki (tergantung
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perbandingan antara kandidat perempuan dan laki-laki) pada posisi-posisi
berikutnya. Dalam hal penentuan kandidat mana yang harus berada pada posisi awal,
maka penggunaan cara alfabetis akan lebih bisa mengurangi konflik internal
kepartaian dan peluang money politics juga; (4) sebagai konsekuensi dari
penempatan kandidat dengan model zipper, maka partai-partai peserta pemilu akan
ditempatkan secara vertikal berdasar model nomor undian yang diperoleh partai
seperti yang diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, dari atas ke bawah; (5)
untuk melihat contoh kartu/surat suara model zig-zag atau model zipper dalam
bentuk yang mendekati bentuk kartu/surat suara. Sungguhpun dalam berbagai
diskusi, sistem zig zag tersebut masih diragukan apakah mampu mewujudkan
peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik; (6) kelima rekomendasi di atas
perlu diterjemahkan secara rinci ke dalam rumusan pasal-pasal revisi peraturan
perundang-undangan tentang pemilihan umum.

Berdasar saran dan usulan, yang datang dari kalangan dan berbagai elemen
masyarakat, maka pada pemilu 2009 mendatang akan digunakan sistem pemilu
perwakilan berimbang dengan sistem proporsional setengah terbuka dengan daftar tetap
yang diterapkan pada partai-partai politik. Di samping itu, untuk memenuhi kuota 30
persen perempuan, kata “dapat” dalam pasal 6 ayat | Undang-Undang Pemilu juga sudah
diganti dengan “harus”; yang disertai adanya sangsi yang tegas terhadap partai-partai
politik yang tidak mengakomodasi kuota 30 persen perempuan, yaitu dengan tidak
diperbolehkannya partai politik yang melanggar untuk mengikuti pemilu berikutnya;
diharapkan dapat mempercepat peningkatan partisipasi politik perempuan.

Di samping pentingnya tersedia sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan,
perlu pula memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan perempuan
dalam bidang politik di parlemen, antara lain: (1) sifat dari sistem pemilihan
mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam parlemen; (2) perwakilan proporsional
secara rata-rata. memiliki dua kali lebih banyak perempuan yang terpilih dibandingkan
dengan sistem kontituensi; (3) perekrutan partai politik sangat penting bagi perempuan;
(4) partai politik merupakan penjaga pintu terhadap kemajuan perempuan dalam politik.

Selanjutnya, untuk mewujudkan keterwakilan perempuan 30 persen seperti yang
diamanatkan di dalam kuota pada pemilu 2009, perlu disusun langkah-langkah, antara
lain: (1) Undang-undang Pemilu harus dipahami, dan disosialisasikan kepada perempuan
sampai level daerah; (2) perempuan harus memahami proses dan sistem pencalonan
masing-masing partai; (3) perempuan harus memahami pemetaan dan perolehan suara
pemilu 2009; (4) perempuan harus mengetahui skala prioritas daerah basis; (5)
perempuan harus melakukan lobi dengan pimpinan partai di tingkat pusat maupun
daerah; serta (6) perlunya mensosialisasikan Undang-Undang Pemilu kepada masyarakat,
khususnya mengenai peluang keterlibatan perempuan di legislatif yang telah disahkan.
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